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BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun
Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
9) menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republikindonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689),



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2



Menetapkan

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 190);

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2016 Nomor 24);

12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN
2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

8
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Bupati adalah Bupati Dairi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat



setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

9. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima
setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

BAB 11
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan
Tetap setiap bulan.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Urusan;



c. Kepala Seksi; dan

d. Kepala Dusun.

(3) Besaran persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan:

a. Desa yang memiliki jumlah wilayah Dusun 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) dan Kepala Urusan 2 (dua), serta Kepala
Seksi 2 (dua) paling banyak 50 % (lima puluh persen).

b. Desa yang memiliki jumlah wilayah Dusun 3 (tiga) sampai
dengan 7 (tujuh) dan Kepala Urusan 2 (dua) sampai
dengan 3 (tiga), serta Kepala Seksi 2 (dua) sampai dengan
3 (tiga) paling banyak 55 % (lima puluh lima persen).

c. Desa yang memiliki jumlah wilayah Dusun 8 (delapan)
sampai dengan 10 (sepuluh), dan Kepala Urusan 2 (dua)
sampai 3 (tiga), serta Kepala Seksi 2 (dua) sampai 3 (tiga)
paling banyak 60% (enam puluh persen).

(4) Pengalokasian batas minimal sampai batas maksimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

(5) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dari
Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;

b. Kepala Urusan sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari
Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;

c. Kepala Seksi sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari
Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;

d. Kepala Dusun sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari
Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.

(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai
Negeri Sipil.

(7) Bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
mendapatkan Tambahan Penghasilan sebesar Rp.600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) perbulan.

(8) Rincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa di setiap Desa tercantum dalam Lampiran



yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IlI
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Pebruari 2018

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 Pebruari 2018

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN DAIRI,

trd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006



